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ABSTRACT; The problem of duplicate certificates from sales by third parties is a 

serious issue in property transactions in Indonesia. Duplicate certificates often 

occur due to data manipulation or ambiguity in the administrative process, 

resulting in disputes between legitimate land owners, buyers, and third parties 

involved. The impacts of this problem include financial losses for the injured party, 

prolonged legal conflicts, and loss of public trust in the property transaction 

system. To overcome this problem, increased supervision and law enforcement, the 

implementation of an electronic-based land registration system, and education for 

the public on how to verify the validity of land certificates are needed. In addition, 

simplification of the legal process and faster and more efficient dispute resolution 

are also needed. With these steps, it is hoped that the problem of duplicate 

certificates can be minimized, thereby creating a safer and more transparent 

property market.  

Keywords: Impact, Solution, Double Certificate. 

 

ABSTRAK; Permasalahan sertifikat ganda hasil penjualan oleh pihak ketiga 

merupakan isu yang serius dalam transaksi properti di Indonesia. Sertifikat ganda 

sering kali terjadi akibat manipulasi data atau ketidakjelasan dalam proses 

administrasi, yang mengakibatkan sengketa antara pemilik tanah yang sah, 

pembeli, dan pihak ketiga yang terlibat. Dampak dari masalah ini mencakup 

kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan, konflik hukum yang 

berkepanjangan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

transaksi properti. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan peningkatan 

pengawasan dan penegakan hukum, penerapan sistem pendaftaran tanah berbasis 

elektronik, serta edukasi kepada masyarakat mengenai cara memverifikasi 

keabsahan sertifikat tanah. Selain itu, penyederhanaan proses hukum dan 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien juga diperlukan. Dengan 

langkah-langkah tersebut, diharapkan masalah sertifikat ganda dapat 

diminimalisir, sehingga menciptakan pasar properti yang lebih aman dan 

transparan. 

Kata Kunci: Dampak, Solusi, Sertifikat Ganda. 
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PENDAHULUAN 

Tanah  ialah  faktor  pelnunjang  manusia  untuk  mellangsungkan  kelhidupannya  yang  

melrupakan  blagian  dari  anugelrah  yang  diblelrikan  olelh  Allah  SWT.  Rellasi  orang  delngan  

tanah  tidak  hanya  selkeldar  selblagai  telmpat  hidup  saja,  blahkan  lelblih  dari  selkeldar  itu.  

Tanah  juga  dapat  melmblelri  sumblelr  daya  blagi  kelblelrlangsunan  hidup  yang  blelrupa  

kelkayaan  alam  mellimpah,  agar  blisa  dimanfaatkan  selblagaimana  mustinya  di  gunakan  

selhingga  dapat  melncukupi  kelblutuhan  hidup  manusia.  Pelluang  telrjadinya  selngkelta-

selngkelta  dalam  hak  atas  tanah  telrselblut  sangatlah  telrbluka  lelblar.1 

Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  melmblelrikan  hak  untuk  melnggunakan  tanah  atau  

tanah  yang  blelrhublungan  delngan  tanah  dan  air  selrta  pelrmukaan  di  atasnya  selcara  telpat  

selblagaimana  dipelrlukan  untuk  kelpelrluan  yang  blelrhublungan  langsung  delngan  pelnggunaan  

tanah.  dalam  blatas-blatas  yang  ditelntukan  dalam  undang-undang  dan  undang-undang  lain  

yang  lelblih  tinggi.2 

Tanah  pelmakaman  melrupakan  salah  satu  aselt  delsa  yang  pelnting  dan  harus  dikellola  

delngan  blaik.  Tanah  pelmakaman  digunakan  olelh  masyarakat  untuk  melmakamkan  jelnazah  

anggota  kelluarganya.  Olelh  karelna  itu,  status  hak  pelnguasaan  tanah  pelmakaman  olelh  

masyarakat  pelrlu  dipastikan.  Aparat  delsa  melmiliki  pelran  pelnting  dalam  melmastikan  

status  hak  pelnguasaan  tanah  pelmakaman  olelh  masyarakat.  Hal  ini  dikarelnakan  aparat  

delsa  melrupakan  pelnyellelnggara  pelmelrintahan  delsa  yang  blelrtanggung  jawabl  atas  

pelnyellelnggaraan  urusan  pelmelrintahan,  pelmblangunan,  kelmasyarakatan,  dan  pelmblelrdayaan  

masyarakat  di  delsa.  Pelmelrintahan  Delsa  di  atur  atas  dasar  UU  No.  5  Tahun  1974  telntang  

Pokok-Pokok  Pelmelrintahan  Daelrah  yang  selcara  khusus  untuk  Pelmelrintahan  Delsa  diatur  

telrselndiri  delngan  UU  No.  5  Tahun  1979  telntang  Pelmelrintahan  Delsa.3 

Pelrsellisihan  agraria  di  Indonelsia  tellah  lama  telrjadi  seljak  masa  pelnjajahan  BLellanda  

telrutama  yang  melnyangkut  pelrsoalan  lahan.  Pelrsellisihan  ini  tidak  hanya  telrjadi  antara  

individu  mellawan  individu  atau  individu  mellawan  masyarakat  kolelktif,  teltapi  juga  

 
1  Selldi  Munandar,  ELfelktivitas  BLelrlakunya  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Telrhadap  

Kelhidupan  Masyarakat,  ELstudielntel  Law  Journal  Vol.  2  No  2  2020 
2  Anwar  Hafidzi,  Melkanismel  Akad  BLisnis  Tanah  Pelmakaman  Alkah  Mahablblah  Gunung  Ronggelng  

Martapura  Kalimantan  Sellatan  Dalam  Pelrspelktif  Madzhabl  Imam  Syafi’i,  Jurnal  Hukum  ELkonomi  

Syariah,  Vol  2,  No  3  2023 
3  Istijabl,  S.H.,  M.Hum.,  M.Pd,  Hak  Pelnguasaan  Atas  Tanah-Tanah  delngan  Hak  Adat  olelh  Pelmelrintah  

Kota  Pasuruan  untuk  Kelpelntingan  Pelmblangunan  dalam  Tinjauan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  

1960,  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Hukum,  Vol  2,  No  1  2020 
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celndelrung  telrjadi  antara  individu  atau  masyarakat  kolelktif  mellawan  pelnguasa  atau  

pelmelrintah.  Jika  pada  masa  lalu  konflik  agraria  telrjadi  dalam  blelntuk  "landgrablbling"  

atau  pelrampasan  tanah  yang  blelrupa  pelrang  sporadis  antara  masyarakat  adat  dan  

pelrselkongkolan  kelrajaan  delngan  pelngusaha  dalam  hal  pelmblelrian  konselsi-konselsi  tanah,  

pada  zaman  selkarang  konflik  agraria  blelrublah  melnjadi  konflik  yang  melliblatkan  korporasi  

lintas  nelgara.4 

Pelngelrtian  selngkelta  tanah  selndiri  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  angka  1  Pelraturan  

Melntelri  Pelrtanian  No.  1  Tahun  1999  telntang  Tata  Cara  Pelnanganan  Selngkelta  pelrtanahan  

yakni: 

“Selngkelta  pelrtanahan  adalah  pelrbleldaan  pelndapat  melngelnai:  a.  kelablsahan  suatu  

hak;  bl.  pelmblelrian  hak  atas  tanah;  c.  pelndaftaran  hak  atas  tanah  telrmasuk  pelralihannya  

dan  pelnelrblitan  tanda  blukti  haknya,  antara  pihak-pihak  yang  blelrkelpelntingan  maupun  

antara  pihak-pihak  yang  blelrkelpelntingan  delngan  instansi  di  lingkungan  BLadan  Pelrtanahan  

Nasional.5 

Namun pada  kelnyataanya  masih  blanyak  oknum  yang  melmanfaatkan  kellelmahan  

pelnelgak  hukum  selhingga  melnyelblablkan  selngkelta  tanah  selmakin  melningkat.  Selngkelta  

tanah  tidak  telrhindarkan  saat  ini.  Hal  ini  tidak  hanya  diselblablkan  olelh  lelmahnya  aparat  

pelnelgak  hukum,  teltapi  juga  olelh  blelrblagai  kelblutuhan  tanah  yang  sangat  tinggi  di  zaman  

selkarang  selmelntara  jumlah  blidang  tanah  yang  telrblatas.6 

Telrjadinya  selngkelta  tanah  tidak  lelpas  dari  kelpelntingan  pelnguasaan  tanah.  Untuk 

keluntungan telrselblut,  selgala  upaya  dilakukan  untuk  melmastikan  blahwa  tanah  yang  

diselngkeltakan  melnjadi  milik  para  pihak  yang  blelrselngkelta.  Ini blukan soal kelseljahtelraan, 

mellainkan soal kelseljahtelraan,  karelna  dalam  keladaan  selpelrti  itu  pelrtelngkaran  blisa  saja  

timblul  melskipun  kelmungkinan  selngkelta  tanah  yang  melngakiblatkan  kelmatian  selselorang  

dan  kelrusakan  harta  blelnda  lainnya  tidak  diminimalisir  telrjadinya  pelrmusuhan.7 

 
4  Imam  Koelswahyono  and  Diah  Maharani,  “Rasionalisasi  Pelngadilan  Agraria  Di  Indonelsia  Selblagai  Solusi  

Pelnyellelsaian  Selngkelta  Agraria  BLelrkeladilan,”  Arelna  Hukum  15,  no.  1  (2022):  hal  2. 
5  Pasal  1  blutir  1  Pelraturan  Melntelri  Agraria/Kelpala  BLPN  Nomor  1  Tahun  1999  telntang  Tata  Cara  

Pelnanganan  Selngkelta  Pelrtanahan. 
6  Putu  Diva  Sukmawati,  “Hukum  Agraria  Dalam  Pelnyellelsaian  Selngkelta  Tanah  Di  Indonelsia,”  Jurnal  

Ilmu  Hukum  Sui  Gelnelris  2,  no.  2  (2022):  90. 
7  BLudi  Sastra  Panjaitan,  “Pelmblelntukan  Pelngadilan  Pelrtanahan  Selblagai  Solusi  Pelnyellelsaian  Selngkelta  

Pelrtanahan,”  BLina  Hukum  Lingkungan  4,  no.  2  (2020):  Hal  268. 
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Selngkelta  tanah  timblul  dari  blanyak  faktor  atau  pelnyelblabl.  Faktor-faktor  ini  sangat  

dominan  dalam  selmua  selngkelta  tanah  yang  diakiblatkan  olelh  pelraturan  yang  tidak  

lelngkap,  keltidakselsuaian  delngan  pelraturan,  dan  kurangnya  tanggung  jawabl  otoritas  

pelrtanahan  telrhadap  kelutuhan  dan  jumlah  tanah  yang  telrseldia.  Informasi  pelrtanahan  yang  

tidak  lelngkap  dan  tidak  akurat,  sumblelr  daya  yang  telrblatas  untuk  melnyellelsaikan  selngkelta  

pelrtanahan,  transaksi  pelrtanahan  yang  tidak  akurat,  pelnuntutan  telrhadap  pelmohon  dan  

pelnyellelsaian  delngan  otoritas  lain.  Ini melngarah pada  duplikasi  otoritas.  Selngkelta  tanah  

di  Indonelsia  bliasanya  telrkait  delngan  kontrak  kelpelmilikan  tanah,  pelngalihan  hak,  dan  

kelpelmilikan  tanah  pribladi  selblellumnya.  Untuk  dapat  melnggunakan  tanah  selblagai  sumblelr  

daya  pelrtanian  selcara  adil,  transparan  dan  produktif,  hak  ulayat  dan  kelblelradaan  

masyarakat  adat  harus  dipelrhatikan.  Sellain  itu,  intelgritas  data  invelntaris,  jumlah/luasan,  

dan  status  manajelmeln  harus  lelngkap  dan  dipelrblarui  untuk  melnciptakan  relncana  alokasi  

ruang  yang  selrasi  dan  selimblang.8 

Dalam  melnyellelsaikan  pelrsellisihan,  hakim  juga  dihadapkan  pada  kelpastian  hukum.  

Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  melnyatakan  blahwa  "tanah  dan  air  selrta  kelkayaan  alam  

yang  telrkandung  di  dalamnya  dikuasai  olelh  nelgara  dan  digunakan  untuk  selblelsar-blelsarnya  

kelmakmuran  rakyat",  yang  selharusnya  melnjadi  landasan  konstitusional  dan  sumblelr  

hukum  telrtinggi  dalam  hukum  tanah  di  Indonelsia.  Seltellah  diblelrlakukannya  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1960  telntang  Pokok-Pokok  Agraria,  hukum  tanah  nasional  yang  

blelrlaku  melngatur  jelnis-jelnis  hak  atas  tanah  dalam  aspelk  pelrdata  dan  administrasi,  selrta  

politik  pelrtanahan  nasional  yang  selmuanya  blelrtujuan  pada  pelnciptaan  unifikasi  hukum  

tanah  di  Indonelsia.  Selblagai  hukum  agraria  nasional,  UUPA  dipisahkan  dari  hukum  adat  

(Harsono,  1999).  UUPA  selblagai  hukum  tanah  nasional  melrupakan  pelraturan  dasar  blagi  

44  aturan  pellaksanaannya,  blaik  dalam  blelntuk  undang-undang  maupun  pelraturan  

pelmelrintah.9 

Dalam  hukum  agraria,  telrdapat  konselp  hak  atas  tanah  yang  telrdiri  dari  hak  tanah  

primelr  dan  hak  tanah  selkundelr.  Hak  tanah  primelr  ialah  hak  atas  tanah  yang  dapat  

dimiliki  atau  dikuasai  selcara  langsung  olelh  bladan  hukum  atau  pelrorangan  yang  blelrsifat  

lama  dan  dapat  diwariskan.  Jelnis  hak  tanah  primelr  melliputi  Hak  Milik  Atas  Tanah  

 
8  Putu  Diva  Sukmawati,  “Hukum  Agraria  Dalam  Pelnyellelsaian  Selngkelta  Tanah  Di  Indonelsia,”  Jurnal  

Ilmu  Hukum  Sui  Gelnelris  2,  no.  2  (2022):  91. 
9  Indra Utama  Tj  ELt  Al.,  “Probllelms  Of  Land  Disputel  Selttlelmelnt  Authority  In  Thel”,  Jurnal  Pelnellitian  

Vol  6  No  1,  (2022):  Hal  194. 
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(HM),  Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak  Guna  BLangunan  (HGBL),  dan  Hak  Pakai  (HP),  

(Chomzah,  2002).10 

 

Rumusan Masalah 

Maka  dari  itu  blelrdasarkan  latar  blellakang  di  atas,  dapat  ditarik  suatu  pelrumusan  

masalah  yang  harus  dianalisis  lelblih  lanjut  agar  telrblelntuknya  selbluah  konselp  yang  matang.  

Rumusan masalah  dalam  pelmblahasan  ini  adalah: 

1. BLagaimanakah dampak adanya selrtifikat ganda yang dihasilkan dari pelnjualan pihak 

keltiga?  

2. BLagaimana solusi dari pelrmasalahan selrtifikat ganda hasil pelnjualan pihak keltiga? 

METODE PENELITIAN 

Pelnellitian  ini  adalah  pelnellitian  hukum  gablungan  normatif-elmpiris.  Pelnellitian  

hukum  gablungan  normatif-elmpiris  ini  dilakukan  untuk  melmahami  blagaimana  hukum  

blelrlaku  selcara  teloritis  ditelrapkan  dalam  praktelk  hukum  yang  telrjadi  di  masyarakat.  

Pelnellitian  ini  melnggablungkan  analisis  hukum  normatif  delngan  analisis  hukum  elmpiris  

untuk  melndapatkan  gamblaran  yang  lelblih  jellas  untuk  melminimalisir  dan  melncari  jalan  

kelluar  dari  pelrmasalahan  yang  telrjadi  di  lapangan  delngan  melngaitkannya  delngan  

pelraturan  yang  ada. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Dampak adanya selrtifikat ganda yang dihasilkan dari pelnjualan pihak keltiga 

Selrtifikat  selb lagai  tanda  b lukti  kelpe lmilikan  tanah  di  Indone lsia  ble lrsifat  kuat  

blukan  mutlak.  Pelngelrtian  selrtifikat  blelrasal  dari  blahasa  Inggris  “celrtificatel”  yang  blelrarti  

ijazah  atau  Surat  Keltelrangan  yang  dibluat  olelh  Peljablat  telrtelntu.  Delngan  pelmblelrian  surat  

keltelrangan  blelrarti  Peljablat  yang  blelrsangkutan  tellah  melmblelrikan  status  telntang  keladaan  

selselorang.  Istilah  “Selrtifikat  Tanah”  dalam  blahasa  Indonelsia  diartikan  selblagai  surat  

keltelrangan  tanda  blukti  pelmelgang  hak  atas  tanah  dan  blelrlaku  selblagai  alat  pelmbluktian  

yang  kuat.  Selrtifikat  selndiri  melrupakan  suatu  hasil  dari  pelndaftaran  tanah  yang  

melrupakan  kelwajiblan  dari  pelmilik  tanah.  Melnurut  BLoeldi  Harsono  pelngelrtian  pelndaftaran  

tanah  selblagai  suatu  rangkaian  kelgiatan  yang  dilakukan  selcara  telratur  dan  telrus  melnelrus  

 
10  I Delwa Ayu Widyani Diana R. W. Napitupulu, “BLuku Matelri Pelmblellajaran Hukum Agraria,” (Jakarta :  

Univelrsitas  Kristeln  Indonelsia,  2022). 
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untuk  melngumpulkan,  melngolah,  melnyimpan  dan  melnyajikan  data  telrtelntu  melngelnai  

blidang-  blidang  atau  tanah-tanah  telrtelntu  yang  ada  di  suatu  wilayah  telrtelntu  delngan  

tujuan  telrtelntu.11 

Selrtifikat  ganda  ditelrblitkan  karelna  kellalaian  atau  kurang  tellitinya  BLadan  Pelrtanahan  

Nasional  dalam  hal  mellakukan  pelndaftaran  tanah,  selhingga  melnimblulkan  dampak  

telrhadap  pelmelgang  selrtifikat  hak  atas  tanah.  Kelblelradaan  selrtifikat  ganda  melngakiblatkan  

tidak  telrciptanya  kelpastian  hukum  dan  pelrlindungan  hukum  blagi  pelmelgang  sah  hak  atas  

tanah.  Ditelrblitkannya  selrtifikat  ganda  dapat  melnimblulkan  antara  lain  :Telrjadi  kelkacauan  

kelpelmilikan;  Telrjadi  selngkelta  hukum;  Telrjadi  keltidakpastian  hukum;  Telrjadi  tindak  

pidana  atas  pelmakaian  selrtifikat  yang  palsu  yang  melrugikan  pelmilik  selrtifikat  asli  

ataupun  pihak  lainnya;  Keltidakpelrcayaan  masyarakat  telrhadap  selrtifikat.12 

Ada blelblelrapa hal yang dapat melnyelblablkan telrjadinya selrtifikat ganda telrselblut, 

diantaranya yaitu:  

a. Selrtifikat dimaksud tidak dipeltakan di dalam pelta pelndaftaran tanah, atau pelta situasi 

dari daelrah telrselblut, selrta blellum adanya pelta tunggal.  

b. Istilah pelta tunggal tidak telrdapat dalam Pelraturan Pelmelrintah Nomor 24 Tahun 1997 

adalah melrupakan istilah yang selring digunakan pada telknis pelngukuran.  

c. Pelta tunggal adalah pelta yang telrdiri dari pelta fotogrameltri, pelta kelrja, pelta garis, pelta 

pelndaftaran tanah yang digablung melnjadi satu.  

Kasus selrtifikat hak atas tanah ganda dapat telrjadi karelna blelblelrapa hal selblagai blelrikut:  

a. Selwaktu dilakukan pelngukuran atau pelnellitian di lapangan, pelmohon delngan selngaja 

melnunjukkan leltak tanah dan blatas-blatas tanah yang salah.  

b. Adanya surat blukti atau pelngakuan hak yang telrnyata telrblukti 

melngandungkelselngajaan/keltidakblelnaran/kelpalsuan dan atau tidak blelrlaku lagi.  

c. Untuk wilayah blelrsangkutan blellum telrseldia pelta pelndaftaran tanahnya.  

Selrtifikat ganda juga dapat telrjadi didukung karelna timblulnya kelsalahan administasi.13 

 

 
11  Nur Rokhmad,  Solusi  Telrhadap  Pelrmasalahan  Intelrnal  Dan  ELkstelrnal  Pada  Selksi  Pelndidikan  Diniyah  

Dan  Pondok  Pelsantreln  Di  Kantor  Kelmelntelrian  Agama  Kablupateln  Mojokelrto,  Jurnal  Administrasi  

Pelndidikan  Islam,  Vol  2,  No  2  2020  Hal  161 
12  Ricardo  J.  Sorongan,  Dampak  Yuridis  Telrhadap  Pelnelrblitan  Selrtifikat  Ganda  Olelh  BLadan  Pelrtanahan  

Nasional,  Lelx  ELt  Socieltatis,  Vol  3,  No  3,  2015,  Hal  130 
13  Agus  Salim,  Pelnyellelsaian  Selngkelta  Hukum  Telrhadap  Pelmelgang  Selrtifikat  Hak  Milik  Delngan  Adanya  

Pelnelrblitan  Selrtifikat  Ganda,  Jurnal  Usm  Law  Relvielw,  Vol  2,  No  2  2019  Hal  179 
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2. Solusi dari pelrmasalahan selrtifikat ganda hasil pelnjualan pihak keltiga 

Selrtifikat ganda adalah selblidang tanah yang melmpunyai lelblih dari satu selrtifikat, telrjadi 

tumpang tindih selluruhnya atau selblagian. Selrtifikat ganda telrjadi karelna selrtifikat telrselblut 

tidak dipeltakan dalam pelta pelndaftaran tanah atau pelta situasi daelrah telrselblut. Apablila pelta 

pelndaftaran tanah atau pelta situasi pada seltiap kantor pelrtanahan dibluat, dan atau gamblar 

situasi/surat ukur dibluat dalam pelta, maka kelmungkinan telrjadinya selrtifikat ganda akan kelcil 

selkali. 

untuk melnilai sahnya suatu selrtifikat tanah ganda yaitu delngan melmblandingkan tahun 

telrblitnya selrtifikat tanah. Langkah ini blelrtujuan untuk melnelntukan selrtifikat yang telrlelblih 

dahulu telrblit adalah selrtifikat yang sah dan blelrkelkuatan hukum selhingga telrdapat kelpastian 

hukum. BLagaimana apablila para pihak ingin melngamblil langkah hukum untuk melnyellelsaikan 

kasus selrtifikat ganda? Langkah hukum yang dapat diupayakan adalah selblagai blelrikut:  

a. Pelnyellelsaian di BLadan Pelrtanahan Nasional Dalam pelrkara selngkelta tanah blelrselrtifikat 

ganda, BLPN blelrkelwelnangan mellakukan nelgosiasi, meldiasi, dan melmfasilitasi 

pelnanganan pihak-pihak yang blelrselngkelta. Telrkait pelngaduan masalah selrtifikat ganda 

hak atas tanah, Pasal 1 angka 5 Pelrmeln ATR/Kelpala BLPN No. 21/2020 melnyelblutkan 

blahwa pelngaduan selngkelta dan konflik adalah kelblelratan yang diajukan olelh pihak yang 

melrasa dirugikan atas suatu produk hukum Kelmelntelrian Agraria dan Tata Ruang/BLadan 

Pelrtanahan Nasional, Kantor Wilayah BLadan Pelrtanahan Nasional, Kantor Pelrtanahan 

selsuai kelwelnangannya atau melrasa dirugikan olelh pihak lain melnyangkut pelnguasaan 

dan/atau kelpelmilikan blidang tanah telrtelntu. Pasal 34 (2) Pelrmeln ATR/Kelpala BLPN No. 

21/2020 melnyelblutkan blahwa dalam hal telrdapat satu atau blelblelrapa selrtifikat tumpang 

tindih dalam satu blidang tanah blaik selluruhnya maupun selblagian, dilakukan pelnanganan 

selblagaimana Pasal 6 ayat (1). Kelmudian, Pasal 34 (3) Pelrmeln ATR/Kelpala BLPN No. 

21/2020 melnyelblutkan blahwa pelmblatalan dilakukan telrhadap selrtifikat yang blelrdasarkan 

hasil pelnanganan selblagaimana ayat (2), delngan dipelrolelh fakta telrdapat cacat 

administrasi dan/atau cacat yuridis.  

b. Pelnyellelsaian mellalui Pelngadilan Tata Usaha Nelgara Sellain melngajukan pelngaduan 

kelpada kantor BLPN, pelnyellelsaian pelrmasalahan selrtifikat ganda yaitu delngan gugatan 

pelmblatalan telrhadap salah satu selrtifikat kel Pelngadilan Tata Usaha Nelgara (PTUN). 

PTUN blelrwelnang melnyellelsaikan selngkelta pelrtanahan blelrkaitan delngan surat kelputusan 

yang dikelluarkan BLPN atau peljablat lainnya yang blelrkaitan delngan pelrtanahan.  
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c. Mellapor kelpada Pihak Kelpolisian Apablila ditelmukan indikasi pelmalsuan selrtifikat hak 

atas tanah, pihak yang melrasa dirugikan dapat mellaporkan pihak yang diduga 

melmalsukan selrtifikat kelpada pihak kelpolisian. Laporan telrselblut telrkait delngan dugaan 

pelmalsuan selrtifikat selblagaimana Pasal 264 Kitabl Undang-Undang Hukum Pidana. Jika 

didapati suatu tanah telrdapat lelblih dari satu selrtifikat yang sama, dan kelduanya 

melrupakan selrtifikat otelntik, maka melrujuk pada putusan Mahkamah Agung, blahwa blila 

telrdapat dua atau lelblih selrtifikat atas tanah yang sama, maka selrtifikat yang sah dan 

blelrkelkuatan hukum adalah selrtifikat yang ditelrblitkan lelblih awal.14 

Melskipun kasus selrtifikat blelrganda ini blisa diantisipasi, akan tak blisa dipungkiri blahwa 

masih ada oknum yang tak blelrtanggung jawabl. Seltidaknya ada blelblelrapa faktor telrjadinya 

selrtifikat blelrganda ini. 

Pelrtama, keltidaktellitian dan keltidakcelrmatan peltugas pelrtanahan dalam mellakukan 

pelngelcelkan dan pelnellitian telrhadap tanah yang dimohonkan. 

Keldua, kelsalahan dari pelmilik tanah yang tidak melmanfaatkan tanahnya delngan blaik. 

Keltiga, pada saat pelngukuran pelmohon delngan selngaja atau tidak selngaja melnunjukkan 

leltak tanah dan blatas tanah yang salah. 

Kelelmpat, adanya kelselngajaan dari pelmilik tanah untuk melndaftarkan kelmblali selrtifikat 

yang selblelnarnya sudah ada. 

Kellima, tidak adanya blasis data yang blaik atau keltidaktellitian Peljablat Kantor Pelrtanahan 

dalam melnelrblitkan selrtifikat tanah. 

Kelelnam atau telrakhir, data tidak valid dan wilayah telrselblut blellum telrseldia pelta 

pelndaftaran tanahnya.15.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pelrmasalahan selrtifikat ganda hasil pelnjualan olelh pihak keltiga melrupakan masalah 

selrius dalam transaksi propelrti yang dapat melrugikan pihak-pihak telrkait, blaik pelmilik tanah 

asli, pelmblelli, maupun pihak yang telrliblat dalam selngkelta. BLelblelrapa dampak utama dari 

pelrmasalahan ini antara lain adalah kelrugian finansial blagi pelmilik tanah yang sah, konflik 

 
14 Zulfikar Putra, Pelrspelktif Hukum Telntang Selrtifikat Ganda, Jurnal Of Social, Culturel And Socielty, Vol 1, No 

1 2023 Hal 24-25 
15 https://blelrita.99.co/selrtifikat-tanah-ganda/ diaksels pada tanggal 15 novelmblelr 2024 
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hukum yang blelrkelpanjangan, hilangnya kelpelrcayaan telrhadap sistelm transaksi propelrti, selrta 

kelsulitan administratif dalam pelnyellelsaian selngkelta. Selrtifikat ganda selring kali telrjadi karelna 

adanya manipulasi atau keltidakjellasan dalam prosels administrasi selrta pelnjualan yang 

dilakukan olelh pihak keltiga yang tidak blelrtanggung jawabl. 

Saran 

Pelningkatan Pelngawasan dan Pelnelgakan Hukum: Pelmelrintah dan instansi telrkait pelrlu 

melningkatkan pelngawasan dalam prosels pelndaftaran selrtifikat tanah dan mellakukan 

pelnelgakan hukum yang lelblih telgas telrhadap pihak yang telrliblat dalam praktik pelnjualan 

delngan selrtifikat ganda. Pihak keltiga yang telrliblat dalam manipulasi transaksi harus diblelri 

sanksi yang jellas untuk melncelgah telrulangnya keljadian selrupa. Pelnelrapan Sistelm ELlelktronik 

dan Telknologi Digital: Untuk melngurangi potelnsi pelmalsuan selrtifikat, disarankan untuk 

melnelrapkan sistelm pelndaftaran tanah blelrblasis ellelktronik yang transparan dan telrintelgrasi. 

Delngan sistelm ini, informasi melngelnai status kelpelmilikan tanah dapat lelblih mudah dipantau 

dan divelrifikasi. Sosialisasi dan ELdukasi kelpada Masyarakat: Masyarakat, khususnya yang 

telrliblat dalam transaksi jual blelli propelrti, pelrlu diblelrikan eldukasi melngelnai pelntingnya 

melmvelrifikasi kelablsahan selrtifikat tanah selblellum mellakukan transaksi. Pelmahaman yang 

lelblih blaik telntang cara melngelcelk kelaslian selrtifikat dan proseldur yang blelnar dalam melmblelli 

propelrti dapat melngurangi risiko telrkelna masalah selrtifikat ganda. 
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